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PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR 10 TAHUN 2006
TENTANG

PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN PENYANDANG CACAT
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT

Menimbang: a. bahwa penyandang cacat merupakan bagian dari
masyarakat yang mempunyai kedudukan, hak,
kewajiban dan peran yang sama;
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Mengingat:

bahwa untuk mewujudkan kemandirian dan
kesejahteraan  penyandang cacat diperlukan
pengakuan, penghormatan dan pemenuhan hak-hak
penyandang cacat sehingga mendapatkan
penerimaan penuh di segala lapisan masyarakat;

bahwa guna menyelenggarakan perlindungan
penyandang cacat maka diperlukan sarana,
prasarana dan upaya yang lebih memadai, terpadu
dan berkesinambungan dari Pemerintah Daerah
serta semua lapisan masyarakat;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, b dan c perlu ditetapkan
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat tentang
Penyelenggaraan Perlindungan Penyandang Cacat;

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara
tanggal 4 Juli 1950);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang
Ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial
(Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 53,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3093);

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara
Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3480);
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Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang
Kesehatan  (Lembaran Negara Tahun 1992
Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3495);

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang
Penyandang Cacat (Lembaran Negara Tahun 1997
Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3702);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang
Bangunan Gedung (Lembaran Negara Tahun 2002
Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4247);

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Tahun 2003
Nomor 39, Tambahan Lembaran  Negara
Nomor 4279);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang
Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara
Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4301);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
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10.

11.

12.

13.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun
2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4437) jo. Undang-Undang Nomor 8
Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang
Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja
Indonesia di Luar Negeri (Lembaran Negara
Tahun 2004 Nomor 133, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4445);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998
tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial
Penyandang Cacat (Lembaran Negara Tahun 1998
Nomor 70, Tambahan Lembaran  Negara
Nomor 3754);

Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001
tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan
(Lembaran Negara Tahun 2001 Nor 77, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4106);
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15.
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Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
(Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 83,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4532);

Keputusan Presiden Nomor 83 Tahun 1999 tentang
Lembaga Koordinasi dan Pengendalian Peningkatan
Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat;

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Nomor  Per-02/MEN/1999 tentang Penempatan
Tenaga Kerja di Dalam dan Luar Negeri;

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Nomor 19 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan
Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja
Indonesia di Luar Negeri;

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.6
Tahun 1994 tentang Tanda-Tanda Khusus Bagi
Penderita Cacat Tuna Netra dan Cacat Tuna Rungu
dalam Berlalulintas di Jalan;

Keputusan Menteri Pekerjaan Umum
Nomor 468/KPTS/1998 tentang Persyaratan Teknis
Aksesibilitas pada Bangunan Umum dan Lingkungan;

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.71
Tahun 1999 tentang Aksesibilitas Bagi Penyandang
Cacat dan Orang Sakit pada Sarana dan Sarana
Perhubungan;
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